


BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 657 3);







4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
H5398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor
3 Seri E):







10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor
L Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 1 Seri B),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

tn

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah schagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yvang
mempunyal  tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang
pendapatan daerah.

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di
bidang pendapatan daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnva disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ataw modal yang merupakan kesatuan,
baik vang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang




10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran Pajak Mineral Bukam Logam dan Batuan, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
Perpajakan Daerah,

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai
dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
lerutang.

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan

penyetoran pajak vang terutang oleh wajib pajak.




19.

20.

21

23

24,

24

26.

27

28,

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan
tahun kalender.,

Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-
SPTPD adalah fasilitas wvang disediakan oleh Perangkat Daerah bidang
pendapatan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati,

Sural Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnyva sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Sural Kketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bavar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah kelebihan







29,

31.

32.

34,

36.

37.

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau scharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
vang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga vang diajukan Wajib Pajak.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Penelitian adalah  serangkaian kegiatan vang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasule penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya,
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban  perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Handing adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan vang dapat diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Sural Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Permgnidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk menecari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.




38, Farar:fm:zjeur adalah suatu keadaan dimana scorang wajib pajak dibebaskan
untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang
disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan
tidak dapat dihindarkan,

39. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau

terhubung ke jaringan internet sehingga apabila kemputer sedang online bisa
mengakses internet tersebul.

BAB II
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
Atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak
dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paszal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi ;

a. asbes;

b. batu tulis;

c.  batu setengah permata;
d. batu kapur;

€. batu apung;

f. batu permata;

g.  bentonit;

h. dolomit;

. feldspar;

J- garam batu (halite);
k. grafit;

L. granit/andesit;

m. gips;

n. kalsit;

0. kaolin;

. leusit;

. magnesil;

r. mikea;

3. IMAarTier;




t.  nitrat;

u. opsidien;

v. oker:

w, pasir dan kerikil:

X.  pasir kuarsa;

v. perhr
. phospat;
aa. kalk:

bb. tanah serap (fullers earthj;
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;

ce,  tawas (alum);

ff. tras;
Eg.  varosif:
hh. zeolit;
n. basal:
1}-  trakkit:

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(2} Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. kegatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan
tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang/telepon,
penanaman kabel listrik /telpon, penanaman pipa air/ gas;

b.  kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan

secara komersial,

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2] Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan vang mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.




(3)

(4)

BAB 111
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat.
Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar
yang ditétapkan secara periodik oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(1)
(2)

BAB IV
MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 8
Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang mulai pada saat berakhirnya
masa pajak.

Pasal 9
Jatuh tempo pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Jatuh tempo pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.







(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja
berikutnya.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh
Bupati.

(2) Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang adalah merupakan
hasil perhitungan sendiri vang didasarkan pendapatan yang diperoleh dari
hasil penjualan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan SSPD.

(4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo,
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan bunga
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

(1) Terhadap usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan
atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu)
orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota
atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan
bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

(2) Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan selaku Wajib Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran
pajak atas penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran
yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam
Jaringan sistern informasi Pemerintah Daerah secara online.

(2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan

sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah




Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan Daerah/ Dinas Daerah secara
online.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data transaksi
penerimaan usaha Wajib Pajak secara online melalui sistem jaringan informasi

dari Wajib Pajak ke Badan Daerah/ Dinas Daerah, diatur dengan Peraturan
Bupat: tersendiri.

Pasal 13
(1) Dalam hal pembeli dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau
harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yvang wajar pada saat itu.
(2) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :

@.  orang pribadi atau badan pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau
penguasaan orang pribadi atau badan vang sama;

b.  orang pribadi atau badan yang menyertakan modal minimal sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah modal pada pengusaha Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang bersangkutan.

Pasal 14
Format SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran
I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 15

(1) Wajib Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
dengan menggunakan SPTPD manual dan/atau SPTPD elektronik.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(3) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(4) Setiap Wajib Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam mengisi
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(5) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam mengisi SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui e-SPTPD.







(6)

(7)

(8)

(1)

(1)

(2)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada (1) harus disertai lampiran
dokumen berupa:

a. rekapitulasi penerimaan harian:

b.  Surat Keterangan Asal Barang; dan

c.  bukti setoran pajak (SSPD).

Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh nilai Jual
hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Surat Keterangan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
yaitu surat keterangan yang menunjukkan bahwa suatu bahan Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diambil oleh

pemegang lzin Usaha Pertambangan yang blangkonya disediakan oleh
Kementrian Sumber Daya Mineral.

Pasal 16
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat
(4) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
disertai alasan yang jelas.
SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
b. tidak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7);
atau
¢.  Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 17
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat
pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak,
sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yvang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa







bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 18
Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran
Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 19

(1) Dalam jangka waktu 5 (ima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan:
d. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Daerah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran;

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b.  SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

¢.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yvang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau




(4)

(6)

(7)

(1)

(2)

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat lerutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan
sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1
(satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan

lagi data vang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terutang.

Pasal 20
Pajak terutang dihitung secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah.
Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila :
4. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas
transaksi/omzet usahanyva;
b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak
lengkap dan/atau tidak benar:
c.  wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak
untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat

dilakukan pemeriksaan; dan/atau

d.  wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang

diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan

tahapan prioritas sebagai berikut :

a.  berdasarkan hasil kas opname:;

b.  berdasarkan hasil pengamatan langsung/ penungguan di lokasi usaha
Wajib Pajak; atau

¢.  berdasarkan data pembanding.

Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan

sckurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan

hari yang berbeda.

Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai

nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan

penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha

wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-

kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasi baik secara terus

menerus maupun berselang.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah

pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per

Orang/Pengunjung.

Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha

Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas,

kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara

proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan

dengan tahun atau bulan sebelumnya.

Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di

Badan Daerah/ Dinas Daerah atau sumber lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan tercantum dalam Lampiran 11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(2)

&}

(4]

(1)

BAB VI
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Pembetulan

Pasal 22
Alas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannva, Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung danjatau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan
dalam penulisan nama, alamat, NFWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis
pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan
dalam penjumlahan dan/atay pengurangan dan/atau perkalian dan/atau
pembagian suatu bilangan.
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan  sanksi
administratif.

Pasal 23
rermohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

i

I (satu) permohonan digjukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

b.  diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

¢.  permohonan disampaikan ke Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas;,

d.  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri

dengan Surat Kuasa.







(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dengan dilampiri :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan:

b. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jungka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€.  secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tariggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah;

b.  tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 24

Atas Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
vang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dan ayal (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) vang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak

dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat







(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan
pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan
atau mengurangkan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak
memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat
ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah / Dinas Daerah membetulkan kesalahan
tersebut secara jabatan.

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih
terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah / Dinas Daerah dapat
melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara
jabatan.

Pasal 27

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan
pembetulan, Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN /







SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak benar atau seharusnya tidak
diterbitkan.

Pasal 29

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
b.

C.

tidak diajukan keberatan;

diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi;

diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

| [satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan

Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaian

secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:

d.

C.

fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

dokumen pendukung yvang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak benar atau seharusnya
tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;

dokumen pendukung lainnya,

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.







(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat: atau

€. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yvang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

4. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah;

b.  tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 30
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang
memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti
permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan, harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari.
Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1), Kepala Badan Daerah / Dinas Daerah dapat meminta







dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan /atau informasi lainnya.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut
dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap diproses sesuai

dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 32

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33
Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan
pembatalan, sural permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka
pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan keterangan

tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan format Keputusan teniang Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB Pajak Mineral Bukan Legam dan Batuan dan Keputusan tentang




Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yvang merupakan bagian

lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(1)

(3)

(4]

(3]

L1

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34
Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi
penagihan melakukan penagihan.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pajak yang ferutang dalam SKPDKE, SKPFDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayalt (3), memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b.  besar utang pajak;
¢, perintah untuk membayar; dan
d.  saat pelunasan utang pajak.
surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama
7 {tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus

melunasinya.

Pasal 35

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu

pembayaran apabila ¢

2. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya;

b, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang Varng
dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan vang dilakukan di Indonesia;

€. lerdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan

membubarkan Badan usahanyva atau memindahkan perusahaan yang

dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain:
d,  Badan Usaha akan dibubarkan vleh negara;




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

€. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh
pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan,

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:

a. Nama Wajib Pajak;

b. Besar utang Pajak;

¢.  Perintah untuk membayar;

d.  Saat pelunasan utang Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum

penerbitan Surat Paksa.

Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a. Nama Wajib Pajak;
b.  Dasar Penagihan;

Besarnya utang Pajak;

d. Perintah untuk membayar.

Pasal 37
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKRBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38
Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah

diterbitkan Surat Teguran atau surat lainya yang sejenis;
b.  Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus;




¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak; atau
d.  Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam
Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat
lain yang sejenis
(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung

Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Pasal 39
Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan
oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal

diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa,

Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

Pasal 41
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum Jjuga melunasi utang Pajaknya,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja scjak tanggal diterima Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan

permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang
yang disita.

Pasal 42
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

Pasal 43
Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang
sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.







Pasal 44
Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat
Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB X
TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 45
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 46
Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah

penelitian terhadap data administrasi perpajakan,

Pasal 47

(1] Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan, dikitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

{2} Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan
STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c termasuk sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3] dan sebesar 100% (seratus persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 48
(1] Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa
Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan a:au diterbitkan NPWPD dan/atau
dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi







yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh
Wajib Pajak.

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa
Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib
Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan
Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Jatau ayat (2) diterbitkan dalam
Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4)  STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu
mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 49
Format STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Pertama

Pemberian Pengurangan

Pasal 50

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang Pajak Daerah.

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas

schingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.







Pasal 51

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tdak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

¢.  tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

f.  permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

8- sural permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani eleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

|2]  Permohenan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atay Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah, dengan dilampiri ;

a.  fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b,  dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan tidak benar atau dokumen keuangan yang
menunjukkan kendisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga
dapat dikurangkan;

¢..  dokumen pendukung lainnya,

(3] Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (1)
diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

[4)  Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan:

A. secara langsung;

b, melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

¢.  secara onfine melalui aplikasi perpajakan daerah.







(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah:

b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. langgal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 52
Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.
Permuhﬁnan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan  kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala dapat

meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan




(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut
dalam surat permintaan keterangan tambahan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permochonan
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses

sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau
yvang diterima.

Pasal 54
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupati
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permochonan
pengurangan diterima
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 55
Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya lebih banyak dari
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan
pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya
paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan

pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka

pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan

dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.







(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan

Pasal 57
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
Pemberian keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
Pemberian keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib
Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran
pajak tepat pada waktunya.

Pasal 58

Permohonan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti
vang mendukung permohonan;

b.  surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya
memuat :

1. nama dan alamat wajib pajak;
2. jumlah utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vyang

dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran;

?J

jumlah utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;

d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan;

e. tidak memiliki tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

tahun-tahun sebelumnya;

f. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.







(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila

Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Penyampaian permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yvang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah:

b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasa 59
Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan
Wajib Pajak.
Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),
dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 60
Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data,
mmformasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen,
data, dan/atau informasi lainnya,
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada
Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan
dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka
waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan
tambahan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen,

data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yvang diterima.

Pasal 61

Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan
keringanan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal sural permohonan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah / Dinas Daerah tidak
memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan
surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja.




Pasal 62

(1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam  bentuk angsuran
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal S7 ayat (2), diatur dengan
ketentuan sebagai berikut -

a.  jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya
surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 {satu) bulan: dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat
ketetapan yang pembayarannva dimintakan pengangsuran,

(2} Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan
pemibayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur
dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga)
bularn sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 63
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding,
atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran
pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran
atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi
sesual dengan jangka waktu vang telah ditetapkan.

Pasal 64

(1) Dalam hal permchonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau
pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan
dengan utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2} Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah
utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vang dipertimbangkan untuk
diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang
Fajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah dikurangi dengan kelebihan

pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).







Pasal 65

(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak

(2)

(3)

(1)

Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah diterbitkan suatu keputusan, dan
kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga,
kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih
dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya

angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak
lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran vang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 66
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yvang menyebabkan utang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas
utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran
dari saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan kembali
dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan,

dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah

disetujui.







(2)

Dalam hal diterbitkan suatu keputusan vang menyebabkan utang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan
penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan tersebul sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal &7

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana

(2)

(1)

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak
atau kl_.iasan}-'a mengenai perubahan saldo Utang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.

b. Wajib Pajak atau kuasanva harus menyampaikan usulan perubahan
pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
scbagaimana dimaksud pada huruf a.

¢. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan

pengangsuran  pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajalk.
Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan
perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas
Dacrah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan secara jabatan dengan ketentuan:
4. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 68
Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayal (1) diterima, utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vang belum
dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratil sebesar 2%
(dua persen) per bulan,
Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajalk

Minersl Bukan Logam dan Batuan.




(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan
menerbitkan STPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada setiap tanggal
jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan,

Pasal 69
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas
ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
vang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan
pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut
tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditetapkan.

Pasal 70
(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran
pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan
keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling
banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 71
Format surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian
permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen,
data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan
pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian
pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan
saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan format Keputusan Tentang
pengangsuran/penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan

Pasal 72
(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam can Batuan terutang sesuai dengan
ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana




(3

(4]

(1)

(2]

(3)

dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan terutang dalam SKFDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrat
sehingga mengalami  kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak
mencukupl untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vang
masih terutang.

Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diberikan kepada
Wajib Pajak apabila terjadi Sforcemajeure.

Pasal 73
Permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. tidak diajukan keberatan:

b.  diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

€. 1 (satu] permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT;
permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

. suralt permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

Permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang

sebagaimana dimaksud pada avar (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati

atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri :

. lotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasalkan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah
bangkrut, sehingga dapart dibebaskan:

¢. dokumen pendukung lainnva.

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)

digjukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan

pajak, kecuali apabila Wajib Pajuk dapst menunjukkan bahwa jangka waktu

tersebul tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,







(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

d. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.,

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah:

b.  tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau Jjasa pengiriman tercatat; atau

€. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 74
Atas permohonan ermohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah,
menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama
S5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasari.
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2, Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan  kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 75

Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta







(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan /atau informasi lainnya.

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut
dalam surat permintaan keterangan tambahan.

Dalam hal Waijib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), permochonan
pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 76
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1),
Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
scjak tanggal diterimanya surat permohonan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan,
permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan
keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

Format surat permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka

pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan

keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Mineral




Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa bunga, denda atau kenaikan pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak, bukan karena
kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;

(3) Kealpaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak
berbuat kealpaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak
memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.

(4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu
ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh
ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak
bersalah.

(5)  Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
Wajib  Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi
kelangsungan usahanya.

Pasal 79
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
2. Li-::la.k diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap
ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan

pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang







(2)

(3)

(4)

(5)

diajukan  permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

€. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

f.  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

g.  sanksiadministrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib
Pajak; dan

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan
sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas

Daerah, dengan dilampiri :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan
disertai alasan;

c. dokumen pendukung yang lainnya.

Permohonan  pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat vang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan

Daerah/ Dinas Daerah; atau




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b.  tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 80
Atas Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasari.
Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, dan/atau informasi lainnva.

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1), Kepala Badan Daerah/







(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib
Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling
lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap

diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang
ada atau yang diterima.

Pasal 82
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal surat permohonan diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi admistrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap
dikabulkan dan Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan
surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83
Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi admistrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (Dua
puluh lima juta rupiah).

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan

pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya
paling banyak sampai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).




Pasal 84
Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat pengembalian permohonan
pengurangan /penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka
pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka
pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Keputusan Tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 85
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 86
(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
disertai alasan-alasan yang jelas;

b.  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
Jjabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut;

¢.  Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;

d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan

pajak;




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

€. Permohonan keberatan diajukan dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

f.  Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh persen) dari
Jumlah pajak terutang.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaian

secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah

dengan dilampiri:

a. [fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b.  fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan; dan

¢, dokumen pendukung yang lainnya.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan:

4. secara langsung;

b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat: atau

€. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. langgal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah;

b.  tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 87
Atas Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti
permohonan Wajib Pajak.




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenubhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 88
Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, dan/atau informasi lainnya.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut
dalam surat permintaan keterangan tambahan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tetap diproses sesuai dengan dokumen,

data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 89
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas

permohonan keberatan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
85 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan diterima.




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

(2)

(3)

(1)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima dan
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat
keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1
(satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),

Pasal 90
Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan
Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak; dan
b.  proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 91

Wajib  Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 92
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.







(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
Jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 93
(1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok
pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan

keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupiah).

Pasal 94
Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat
permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat
permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, tercantum dalam Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 95
(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu




(3)

(2)

(3)

(4)

J (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama
Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 96
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat :

a. ldentitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan

b.  Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
c. NPWPD;

d. Masa pajak dan tahun pajak;

€. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

f.  Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dokumen :

a. [fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank
dengan memperlihatkan aslinya.

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan

pembayaran pajak.




Pasal 97
(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
€. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung

oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas
Daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan
secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 98

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan
Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai
permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau

kuasanya disertal alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 99
(1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak

daerah.







(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
Jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang, selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
menerbitkan SKPDLB.

(3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 100
Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan
pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,

diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 101
Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
mencerbitkan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan.

Pasal 102
(1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan dari Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa

Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

(2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menvampaikan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan

pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan Surat




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perintah Pencairan Dana kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah /
Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.
Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek
pajak daerah yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 103

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah tahun sebelumnya.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3),
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih
lanjut.

Pasal 104
Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Perintah
Pembayaran Langsung kepada Kepala Badan Daerah / Dinas Daerah.
Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan Surat Perintah
Membayar Langsung,
Berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana.
Kuasa Bendahara Umum Daerah menyampaikan Surat Perintah Pencairan
Dana scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan
pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan Surat
Perintah Pencairan Dana kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/
Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.




Pasal 105
Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta
format Surat Perintah Pembayaran Pengembalian Pendapatan, Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan dan Surat Perintah Pencairan Dana,

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor
62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 62), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 107
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal | § AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

i ACHMAD HUSEIN

EETTTA PAERCY RABUPATEN BATYTILN T 1AL, povon3g ¢







LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SSPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

S5PD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nama Wajib Pajak = T 5 ) ) A O O Y O O O 000 ) 1
NPWPD 3 O

I'NﬂmH Usaha EEEE S W N )0 L0
. 00 0 1 O O )
Alamatl Usaha

Nomor Telepon ) Y T O ) )

Masa Pajak :LJan | [ Feb | [_Apr | [ Mei | [Jun |

[Jul ] [CAgs | [Sep | [0kt | [Nop ] [Des |
1% i |

Tanun Pajuk

Dasar Pembayaran : [:] SPTPD ]:l Keputusan Pembetulan
[] sKkrDkB [[] Keputusan Keberatan
L] skpoKBT []  Keputusan Banding
[ ] srpp
Jumlah Pembayaran KETERANGAN | JUMLAH
POKOK PAJAK Rp
DENDA/SANGSI Rp
JUMLAH Rp
TERBILANG

BANK PENERIMA = i mrnmmsssn sossnssssssasssssinssasess

BUPATI BANYUMAS

v

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PAJAK DAERAH (SPTPD)

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banvumas

di

PURWOKERTO

NPWPD

| Nama Wajib Pajalk 3 1
o
Nama Usaha : |_L

Alamat Usaha

Nomor Telepon 2] LIgg L.
Masa Pajuk Bulan IESEERNEN

Tahun Pajak : m:[j

FPerubahan Data : [[] Lampiran Tersendiri

R O V0

T
| 1 1]
[T TTT

HEEESEEEE

L 111

Taril Mineral Bukan Logam dan Batuan :

[] Tidak Ada

No | Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

Taril (Rp)

1 Batu kapur

2 | Pasir dan kerikil

3 | Tanah liat

. S [ R O

I T T

Menggunakan Kas Register ; E] Ya ]:|

Tidak

2

Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai
Masa Pajak sebelumnya

- «Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang untuk

Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir)

a, Masa Pajak

b, Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran
Yang diterima),

¢. Tanf Pajak (sesuai Perda)

d. Pajak Terutang [bxc)

JJumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai
sekarang (1+2)




Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa
apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan
jelas.

PERHATIAN

Harap diisi dalam rangkap dua (2} dengan huruf CETAK

Beri nomaor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yvang diberikan

Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BADAN DAERAH/
DINAS DAERAH paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP
dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 [tujuh] hari setelah Surat Teguran
diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan,

B W

DIIS] OLEH PETUGAS BADAN DAERAH/ DINAS DHERAH

Diterima tanggal B
Nama Jelas t
NIP :
Tanda tangan i

BUPATI BANYUMAS,

s

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SKPDKB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

.'_!

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo:

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan
kewajiban Wajib Pajak :

Nama i ] | ] [
NPWPD L [T
Alamat

ERERNEEY NN
|

| [T [ 1]
HENREER

B. Berdusarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

bernkut :
1 Pnj_alak vang seharusnya lerutang BPciisiiimiisaaii
2. | Pujak yvang telah dibayar B cmssisvarenmis
j Pajak vang kurang dibayar (1-2) R vivivasiiibadininiie
4. | Sanksi administrasi B iiiiiaiisnikizisin
5. | Pengurangan atau penghapusan sanksi Bt
administratif
6. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) £+ + E
.E{‘Hﬂ" Huruf :
R e o o s e )
PERHATIAN :
Lo Pembayaran atas pajak terutang dilakukan puda Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
aerah (55110)

2 Apabilis SKPDKR ini tidak atau kurang dibavar setelah lewat jatub tempo puling lama 10 (sepulub) hari sejak
SKIDR R ini diterhitkan dikenakan sanksi administrutif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan,

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.................e.s

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,




B. FORMAT SKPDKBT PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

MNormar
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer 1 Tahun 2011
tentang Pajuk Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan
kewajiban Wajib Pajak

Nurmia I S i 0 O 0 0 O O OO 09 o
Alamat :
NPWPD 2 SO0 A 0 o O 0

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut ;

| Pajuk yang seharusnys terutang L - SR T o
:!_ Pn__mk yang telah dibayar BB isivsisssisinnes
3. | Pajak yang kurang dibayar (1-2) o P
4. | Sanksi administrasi 2
5
L+

Pengurangan atau penghapusan sanksi Rp
administratif O T ———

- | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) |
Dengan Huruf :

PERHATIAN ;

. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10
(sepulub) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2%
{dua persen) per bulan,

Ditetapkan di Purwokerto

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.............................................




C. FORMAT SKPDN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKFDN) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Naomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempa:

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banvumas Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nornor 1| Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama N NENENEREEEEEEEREREAEN
NPWPD JININEEEEEEEER

Alamat

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibavar adalah sebagai

berikur ;
1. | Pajak yang seharusnya terutang s
2. | Pajak yang telah dibayar R vacinissimsnns
3. | Pajak yang kurang dibayar (1-2) N T
4, | Sanksi administrasi B o
5. | Pengurangan atau penghapusan sanksi R ieiscssisiareiises

| | administratif
6. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) - R e
|Dcngﬂn Huruf : !

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

BUPATI BANYUMAS,

P

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

Permohonan  Pembetulan di

atas ........... Pajak Mineral PURWOKERTO
_Bukan Logam dan Batuan.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :

NPWP

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Mama 3
NPWFD
Alamat
bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas :
Jenis surat
Nomor /Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak Urnsssemrnaniasananmrranssnnisrrane Sl reiinanerniennion s rinssnens
Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terdapat
kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam
perundang-undangan perpajakan®), vang mana dalam ...................... Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan terlutis -

sedangkan menurut kami seharusnya : ...........................__

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
P S . .

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN,

Tembusan :

Bupati Banyumas, sebgai laporan:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas;

1.

2
3.
4

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

. Arsip.

Purwokerto, .........oceverens
Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

di
Pengembalian  permohonan PURWOKERTO
pembetulan ketatapan Pajak
Mineral Bukan Logam dan
Batuan, -
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal .............., perihal permohonan pembetulan

ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini kami

sampaikan bahwa:

l. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
- R S

By <ipim .. dst

. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai

dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan
pembetulan atas ...... Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. .. 4




C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.,

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR ........... TAHUN ..........
TENTANG
PEMBETULAN « s PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
NOMOR .... TANGGAL .......

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan
oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak®) ..... . Nomor ..... Tanggal
dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang ditu-angkan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ....
permohonan pembetulan ............... Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Nomor ........ Tanggal ........ maka permohonan

pembetulan dapat dikabulkan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pembetulan ........ Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Nomor ................ Tanggal ................;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E] sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas,

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PEMBETULAN ......... PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN NOMOR .......... TANGGAL ..........
Menerima permohonan pembetulan terhadap ............... Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ...... Tanggal ......., atas
Wajib Pajak :
Nama
NPWPD
Alamat

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebapgai berikout

Semula :

Diperbaiki menjadi :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal....................
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

-l R

Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas;




D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SECARA JABATAN.

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR ........... TAHUN ........
TENTANG
PEMBETULAN ............... PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
NOMOR .............. TANGGAL .............. SECARA JABATAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terha-

dap ......... Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ........
Tanggal ........ yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor ....... Tanggal ......... ternyata terdapat kekeliruan karena

adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan
peraturan perundang-undangan*) sehingga perlu dilakukan
pembetulan secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pembetulan ........ Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Nomor ....... tanggal ...... Secara Jabatan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri EJ;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

bd




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PEMBETULAN ......... PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN NOMOR ........ TANGGAL .......... SECARA JABATAN.
Membetulkan ............ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nomor ...... Tanggal ......., atas Wajib Pajak :
Nama
NPWPD
Alamat

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berikut

Semula :

Diperbaiki menjadi :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal....................
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NI siiniainnanuinyan

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

IPilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

A

ACHMAD HUSEIN







LAMPIRAN V

FERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A, FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN,

MNomor
Sifat _
Lampran
Perihal

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

di
Permohonan Pembatalan PURWOKERTO

Surat Ketetapan Pajak
Mineral Bukan Lopgam
_dan Batuan,

Yang bertandatangan 4i abwah inj -
MNaorma -

NPWE
Jubatan

Alamat

Nomor Telepon

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Whajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama
NPWPD
Alamat
bersams ini mengajukan permohonan pebatalan atas
Jenis surat
Nomor/ Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak s SRR I
Permohonan pembatalan  tersebut diajukan karena kami
MENEATERAD < iiani.. s aheisbel USRS /-1, T, | AR tidak benar atau tidak

scharusnya diterbitkan,
Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai herikut

2o dat
Demikian surat permohonan pembatalan ket sampaikan untuk
dapat dipertimbanglan.
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,







B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .............
Kepada Yth

Nomor : Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat ; Kabupaten Banyumas
Lampiran di
Perihal : Pengembalian permochonan PURWOKERTO
pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ........., perihal permohonan pembatalan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini kami sampaikan bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... -y L SRR
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun ... tentang Tat
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
[ - PP e R T

Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupat; Banyumas
Nomor ....... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas, dan
Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan
pembatalan atas ........ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

=

NIP. ......
Tembusan ;

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM
RANGKA PEMBATALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .......cc.....
Kepada Yth

Nomor s
Sifat :
Lampiran ; : ’ ; :

- di
Perihal ¢ Permintaan dokumen, data

dan/ atau informasi dalam

rangka pembatalan Pajak

Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan
atau  catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau infor-masi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, yang meliputi :

(TR
By i
3. ... dst,
Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam

bentuk hardcopy dan /atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama ;

Jabatan -

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
(Alamat Badan Daerah/ Dinas Daerah)

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau
mformasi vang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.







D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBATALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ...........
Kepada Yth

Nomaor
Sifat
Lampiran

Perihal

Permintaan keterangan tam-
bahan dalam rangka pemba-
talan Ketetapan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembatalan atas ......... Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Nomor ......... tanggal ........, dengan ini Saudara diminta
untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, yang meliputi :

e scs
< -
3. ...dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk hardecopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan ?

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
(Alamat Badan Daerah/ Dinas Daerah)

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
dan /atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. . i
Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.







E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN,

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH
IOMIOR 5 vuiciviisicsivoss TR (yiiiccaines
TENTANG
PEMBATALAN ......cc.coouveirerinnennnn.. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
NOMOR ............. TANGGAL .............

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan

oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nemor ........... Tanggal
........... dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal

......... » maka permohonan pembatalan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pembatalan ........ Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Nomor ..... Tanggal .....;

Mengingal l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);




Menelapkan :

PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-
UANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN .............._.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN NOMOR
TANGGAL ..

Membatalkan ............ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
NOmIOT ,....vonveie TEOGRRL .ovvvisiniie atas Wajib Pajak :

Nama

NPWPD

Alamat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal................cco..
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ...........

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyvumas:

4. Arsip.
*) Pilih salah satu







F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH
NOMOR ............. TAHUN .............
TENTANG
PEMBATALAN ..................... PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
NOMOR ............. TANGGAL ............. SECARA JABATAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®) terha-

AAD »snsiins Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ........
Tanggal ......... yang dituang-kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomer ....... Tanggal ......... maka perlu dilakukan pembatalan

secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah /
Dinas Daerah tentang Pembetulan ........ Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Nomor ....... tanggal ....... Secara Jabatan;

Mengingal - l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri Bj,




Menelapkan :

PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PEMBATALAN ................. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN NOMOR ............. TANGGAL ..ccovonnsss SECARA JABATAN.,
Membatalkan ............ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nomor ............ Tanggal ............. atas Wajib Pajak :
Nama
NPWPD
Alamat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal............ R T oo
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.

* Pilih salah satu

BUPATI BEANYUMAS,

Fo—

ACHMAD HUSEIN







LAMPIRAN V1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT TEGURAN

iy

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ....ccccvveimmmnene
Nomor R R e Kepada Yth
Sifat - SRR e
Lampiran
Perihal ! Teguran ........ooeeeveveennnnn. di
Sehubungan dengan belum dilunasinya Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang terutang dalam ...... Nomor ..... Tanggal ......,
hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Rp i
b. Sanksi administrasi -
Jumlah 'Rp i
Dimohon kepada Saudara agar melunasi utang Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar
disampaikan ke Bidang ....... Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas.
A.n. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
[ T
Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:
4. Arsip.







B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor @ ..o

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :
Nama :

NPWPD

Alamat

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ......... dengan rincian sebagai
berikut :

a. Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

berdasarkan .......... nomor ........ tanggal ......... & | PR R e R
b. Sanksi administrasi 24+ R
Jumlah 3% v+ THORO

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal ..... pada Bank .....atau
ke Bendahara Penerimaan Badan Daerah / Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal....................
A.n. BUPAT]I BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

Bupati Banyumas, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

b}ruj—-




C. FORMAT SURAT PAKSA

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor : ...........

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama

NPWFD

Alamat

menunggak utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum
dalam ......... Nomor ....... Tanggal ........ dan Surat Teguran Nomor ....... tanggal ...

dengan rincian utang sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan
b. Sanksi administrasi
Jumlah Tagihan

Dengan ini:

1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan
utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp .... (.........) ditambah
dengan biaya penagihan sebesar Rp ..... R ), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua
puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini disampaikan.

. Menyampaikan bukti pelunasan kepada Bidang Penagihan, Pelayanan dan Lain-
lain Pendapatan Badan Daerah / Dinas Daerah Kabupaten Banyumas:;

3. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau

Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk

melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini disampaikan

]

udak dipenuhi.
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal....................
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
NIP. . A
Tembusan :

, . BUPATI BANYUMAS,
Bupati Banyumas, sebagai laporan:

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas: ﬁ !
Inspektur Kabupaten Banyumas;

Jurusita; ACHMAD HUSEIN

N

Arsip.




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
FORMAT SURAT TAGIAN PAJAK DAERAH

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

N—— . (STPD)
Purwokerto, .............
Kepala Yth
di

Nomor

Tanggal Penerbitan
Tenggal Jatuh Tempo:

A. Berdusarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebugmmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tehun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan utau Keterangan Lain atas pelaksanaan
kewajilan Wajily Pajak ;

Nama i 2,3 4 6 55 0 G 000 00 O e

NPWPD NN NN SRR

Alamal LA N LY LT i 5 1 O A i

L EEERVEYEE VAR

_Ii. fi-,:n t.m.;ri;:;m pu_m_::riksann tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

DEMEU

_CI I;_:uguk yang kurang dibavar BOPY o s i

2, | Sunksi administrasi Rp

3. | dumlah yang masih harus dibayar (1+2] B sosasicsiiisiaisians

Ed!_ﬁﬁ;-:!r-iuruf: s oot nasisassssimssinsvovmrmymnssnspnessns pmu wmss sese mes o o s o v S e b a0 s e SRS Lo s |

FERHATIAN:
. Pembavaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan

mengpgunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). ) ]
2. Apabils STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo dikenakan sanksi

administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan,

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

IR i i iniiis

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A.  FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO
Permohonan  Pengurangan

Pajak Mineral Bukan Logam
«dan Batuan.

Yang bertandatangan di abwah ini -

Nama :

NPWPE

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama
NPWPD
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jenis surat

Nomor/Tanggal

Jenis Pajak

Masa Pajak P VI PP RO . | - LS

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :
2 Luaiodst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih
harus dibayar menurut kami adalah Rp .............

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaika :
- RN , [

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ......ccceevinss
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Nomor : Kabupaten Banyumas
Sifat : di
Lampiran PURWOKERTO
Perihal : Pengembalian permohonan
Pengurangan Pajak Mineral
_Bukan Logam dan Batuan.
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ............, perihal permohonan pengurangan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini kami sampaikan
bahwa:
I. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Syat s
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

%)

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DA-
LAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .............
Kepada Yth

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal * Permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka pengurangan Pajak
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan
atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, yang meliputi
| [

- S
3. ...dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam

bentuk hardcopy dan /atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama !

Jabatan H
Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

L T T T T R i ]
NIP. ..... SETERN

Tembusan :

Bupati Banyumas, sebgai laporan:
Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
. Inspektur Kabupaten Banyumas;

Arsip.

+ L b o~




D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .......co.ceinnses

Kepada Yth

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal ¢ Permintaan keierangan
tambahan dalam rangka
pengurangan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

BRI RIS R R

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi :
R
< S
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :

Nama -

Jabatan -

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.







E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR ........cvun. TAHUN ...
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa
dari Wajib Pajak*) Nemor ......... Tanggal ......... dan hasil
pemeriksaan Kantor/ Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor ......_. Tanggal ........, maka permohonan
pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat
disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

Mengingal l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

<. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);




4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
PERTAMA  : Mengabulkan permolionan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan terutang dalam .......... Nomor ......... Tanggal ..........,
atas Wajib Pajak :
Nama
NPWFD :
Alamat :
sebesar ....% [.... persen).
KEDUA : Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus
dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Pajak terutang dalam ........ccccniiinnniing § BP dasiiaeiane
b. Besarnya pengurangan (...... BEXRD Bp i 2 RPucsiisstivisovsnsssonsiing
c. Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp......

KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal......c..cociinvainniis
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Termusan disampaikan kepada :
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4, Arsip.
*) Pilih salah satu
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Furwokerto, ....ccceeeevvnnn,

hepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah

kabupaten Banyumas
Permohonan di

angsuran/ penundaan®) PURWOKERTO
pembayaran  Pajak = Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama i

NPWP

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran

Fajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, atas

Jenis surat : SKPDKB/SKPDLB*|

Nomor/Tanggal

Masa Pajak T R R RSP T 1« B o e
agar dapat diangsur ....... (.........) kali/ditunda ...... (.......) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
1.

2. oeeess A8t
Demikian surat permohonan angsuran/penundaan*] kami
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .....c....c..

Kepada Yth
Nomor

Sifat : Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Lampiran kabupaten Banyumas
Perihal : Pengembalian permohonan di

angsuran / penundaan®) PURWOKERTO
pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal .............., perihal permohonan angsuran/
penundaan®) pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
atas ................ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan nomor
seeeeeeeen. tanggal ..., dengan ini kami sampaikan bahwa:

I. Berdasarkan peneclitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat .
Peraturan Bupati Sanyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

B o S e A e A s sieh
By sk ses svans s use Ry ML

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan atas
...... Pajak Mineral Bukan Logar. dan Batuan kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan : L
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas:

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

IPilih salah satu







C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN SALDO UTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.,

Purwokertn, ...
Kepada Yth
Nomor : Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat -~ Kabupaten Banyumas
Lampiran di
Perihal ¢ pemberitahuan mengenai PURWOKERTO

perubahan saldo utang
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Sehubungan dengan adanva keputusan atas pengurangan /
pembetulan /keberatan / banding/ peninjauan kembali*) yang menye-
babkan adanya perubshan saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, bersama ini diberitahukkan kepada Saudara hal sebagai
berikut :

. Saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah
adanya keputusan tentang pengangsuran berubah yvang semula Rp
cesseaneses. DETUbah menjadi Rp.................

2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap
keputusan tentang pemberian angsuran pembayaran utang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ... Peraturan Bupati
Banyumas nomor . . tahun..... tentang Tatacara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Saudara agar mengajukan
usulan perubahan pengangsuran pembayaran utang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

*] Pilih salah satu




D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR oo TAHUN i s
TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN FAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayar-

an Pajak Mineral Bukan Logarm dan Batuan yang diajukan oleh
Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor ...... Tanggal ...... dan
hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal ...... , maka
permohonan pengangsuran tersebut dapat disetujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan:

Mengingal : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Fengelolaan K uangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerahh Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagainiana telah « ubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumea: Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomaor | Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSEKAN -

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN .

Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan terutang dalam ........ Nomor
....... sebanyak ...... kali.

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan
sebagai berikut :

. Angsuran Pertama sebesar Ep .....

2. Angsuran Kedua sebesar Rp ......

3. Angsuran Ketiga sebesar P wevvissivassuinds

4. Angsuran Keempat sebesar  Rp..................

5. Angsuran Kelima sebesar REciiain

Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
sctiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.

Keputusan ini mulai berlaku ,ada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian | ari lernyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebaguimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal......................
An. BUPATI BANYUMA
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

P i o

Temusan disampaikan kepada :

hWa=

Arsip.

Bupati Banyumas (sebagai laporan);
Sekretaris Dacrah Kabupaten Baoyumas;
Inspektur Kabupaten Banvumas:

*) Pilih salah satu




E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DNAS DAERAH
NOMOR .............. TAHUN .....ccccoe.ut
TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingal

.

1.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diajukan oleh Wajib
Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak”) Nomor .... Tanggal .... dan hasil
pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal ........, maka permohonan
penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dapat disetujui;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Penundaan Pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 13 Tzaun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Baniyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tshun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1

Seri E) sebagaimiana telah dwbah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dae:rah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2C11 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor ! Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun -s=e-000. tENtang Tata

Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN .

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DARAH / DINAS DAERAH TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.

Mengabul permohonan penundas pembayaran pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam ... Nomor ........ Tanggal
«esenee. S€lama ....... bulan,

Sesual dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran
ditetapkan paling lambat tanggal . .............

Selama masa penundaan dikenakun sanksi administrasi sebesar 2%
sctiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagnimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Paca tanggal............ccovvvvvrmnnenn.
A.n. BUPATI BANYUMA
KEPALA BALAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP .

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);

ol

Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Kepala BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas:

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

Foe

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN.
Furwokerto, .....cooeevennnnns
Kepada Yth
F.:pala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Nomor Kabupaten Banyumas
Sifat i
Lampiran PURWOKERTO
Perihal Permohonan pembebasan

Pajak  Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama :
NPWP
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Narna
NPWPD
Alamat
bersama ini mengajukan permohonan >embebasan atas
Jenis surat
Nomor/Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak T
Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

Demikian surat permohonan pembebasan piutang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan,

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...,
“=pada Yth
Nomor - kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat - kabupaten Banyumas
Lampiran di
Perihal ! Pengembalian permohonan PURWOKERTO

pembebasan Pajak Mineral

Sehubungan dengan surat S=udara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ............, perihal permohonan pembebasan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini kami sampaikan
bahwa:

l. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayat ..........
Peraturan Bupati Eanyumas Ncnor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

2. Dengan demikian, surat Saud:ra kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... aya. .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ...... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajul. .n permohonan pembebasan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasam: Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA {ADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
~ABUPATEN BANYUMAS,

PEY. Lasinnninnes

Tembusan :

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Bai.yumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip,




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DA-
LAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ..............

Kepada Yth

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal ' permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka pembebasan Pajak
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

BEms A E e

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan
atau  catatan, dokumen yang rmenjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau infermasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, yang meliputi :

il

.. dst.
Pembukuan atau pencataten, data dan/atau informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama -
Jabatan -
Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka wakt tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasai— anya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
HABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

Bupati Banyumas, sebgai laporan;
Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas;

Arsip.

o0, b 0




D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ...........
Kepada Yth

Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal - Permintaan  keterangan
tambahan dalam rangka
pembebasan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

EEE T

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan

tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi :
SO

< 7
3. ... dst.
Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
Nama -
Jabatan :
Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pembebasan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.




E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR ........... Tahun ........
TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang : a.

Mengingat @ 1.

o

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal ....
perihal Permohonan Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .
Tanggal .........., maka permohonan pembebasan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dapat dikabulkan:

-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentaag Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSEKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

Membebaskan Pajal: Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang
yang tercantum dalam ............. NOmor ....coeees Tanggal ............
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.........ccsnvimens

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SABUPATEN BANYUMAS,

| | 2

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.

*] Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

Fet___

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Purwokerto, ......ccoovnnnnns
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Permohonan pengurangan/ Kabupaten Banyumas
penghapusan sanksi di
administrasi*) Pajak PURWOKERTO
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama .
NPWP
Jabatan
Alamat
Momor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama
NFWFD
Alamat :
bersama ini mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi
administrasi®) atas :
Jenis surat
Nomor/Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak SRR ST ST L | |- SR
Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminis-
trasi®) tersebut yaitu :

2: iusisndet
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

2. e dst

Demikian surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi®| Pajak MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN kami
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN LLOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANY UMAS
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor ! Telp. (0281) 637405

PURWOKERTO

Purwokerto, ..........coeeeeee.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Nomaor : Kabupaten Banyumas
Sifat i di
Lampiran PURWOKERTO
Perihal : Pengembalian permohcnan

pengurangan / penghapusan

sanksi administrasi*) Pajak
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Sehubungan dengan surat Sauclara nomor ........ tanggal ......... yang
diterima tanggal ............, perihal permohonan pengurangan/ penghapusan
sanksi administrasi*) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini
kami sampaikan bahwa:

l. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat .......... Peraturan Bupati
Banyumas Nomor .. ... Tahun ..., tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batusa di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut -

- PO
b.
C. T oVl | s

2. Dengan demikian, s.rat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan
ketentuan Pasal ... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor .......

Tahun ... tentang “ata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan
permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuaa kembali setelah dapat memenuhi
persyaratan.

Atas perhatian den kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA B2 DAN DAERAH/ DINAS DAERAH
“ABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretans Daerah Kabupaten Banyumas;
J. Inspektiur Kabupaten Banvumas;

4. Arsip.

*) Pilih salah satu




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM
RANGKA PENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ................

Nomor Sepes Y
Sifat
Lampiran R R i e
Perihal * Permintaan dokumen, data dan/ di

atau informasi dalam rangka

pengurangan /penghapusan®)

sanksi administrasi Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perohonan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi*)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini Saudara diminta
untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi
aasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi :
| ERS
.. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan /atau informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softecopy, agar diberikan kepada :
Nama !
Jabatan ;
Temmpat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) Lari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pengurangan/penghapusan sanksi  administrasi*) Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

@ N

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ..
Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:
4. Arsip.

*] Pilih salah satu



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRAS] PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.,

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

PUrWwokerto, :..couiisios
Kepada Yth
Nt'ﬂnﬂf T T
Silat
Lampiran :
Perihal * Permintaan keterangan tambahan di
dalam rangka pengurangan [ peng-
napusan*) sanksi administrasi

Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini Saudara diminta
untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, yang meliputi :

Yo s

3. .. dst
Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
MNama :
< abatan
Tempat : Badun Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila ketera:igan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) tetap
ulproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatiar. dan kerjasarianya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ........

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporar:;

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:

4. Arsip.




F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang :

Mengingal

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ D'NAS DAERAH
NOMOR .............. TAHUN
TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK MINERAL BUKAN LOGA DAN BATUAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

4. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi

administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
diajukan oleh Wa'ih Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor .........
Tanggal ......... dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Has/! Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal

++e00eey PErMOhonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dapat diseiujui;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kobupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pedomar Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

- Peraturan Daerali Nomor 1 Taohun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daera® Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuma: Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tenteng Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B};




4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan terutang dalam ... Nomor ....... Tanggal ....... , atas
Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
sebesar ....... % (...... persen).
KEDUA ¢ Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus
dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Pajak terutang dalam ................ccccovvvvininnnns t B i
b. Besarnya pengurangan (... % X Rp R N RP G
¢. Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang terutang setelah pengurangan (a-b)  : Rp.....cccovveeerereennenn,
KETIGA © Keputusan ini mulai berlaku rada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada thnggal.......ciuiiiiinminss
A n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NI

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupali Banyumas (sebagai laporan);

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:

4. Arsip.

*) Pilih saleh satu




F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUS AN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ NINAS DAERAH

TENTANG
PENGHAPUS/ N SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK M'NERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa be-dasarken Surat pera shonan ...... Nomor .... Tanggal ....
perihal Permohonan Penghapnisan Sanksi Administrasi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dan hasil pemeriksaan
Kantor/Lapangan*) yang dituang-kan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ..., maka permohonan
penghapusan sanksi administresi Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimban=an sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Mineral Bukan Losam dan Batuan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dslam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
J. Peraturan Daerah Nomor 1 Tihun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerain Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1

L]

Seri Ej scbagainiana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupate: Banyuma: Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Dac. th Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tenteag Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor | Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

Ternbusan :

4. Peraturan Bupati Sanyumas Nonor ... Tahun ... tentang Tata
Cara Pemungutar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPAL 1« BADAN DA RAH/ DINAS DAERAH TENTANG

PENGHAPUSAN SAMNKSI ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAMN.

Menghapus Sanksi \dministras. berupa Bunga, Denda, Kenaikan

Pajak*) atas keterlar batan pemb: raran Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan yang tercantum dala: ........ Nomor ....... Tanggal .........

Keputusan ini mu!-i berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila « kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diadakan peml ctulan sebig imana mestinya,

Litetapkan di Purwokerto

Pada tanggal......ccooeevarimnes

.0, BUPATI BANYUMAS
KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

ABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupat Banyumas, sebagai laporsin;

& 0N

. Arsip.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
. Inspektur Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

-

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMCR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KAEUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN.
Furwokerto, .......cocine
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
NF“““" Kabupaten Banyumas
Sifat ai
Lampiran PURWOKERTO
Perihal ¢ Pengajuan keberatan

Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Yang bertandatangan di abwal: inj :
Nama -
NPWP
Jabatan

Alamat

MNomor Telepon

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD
Alamat
bersama ini mengajukan keberatan atas -
Jenis surat
Nomor/Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak ey CROTNPPNNENEE - (R ———

Alasan keberatan yaitu :
S R 4 |
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan ;
Demikian surat pengajuan kecratan kami sampaikan untuk dapat

dipertimbangkan.

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,

..................................




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Furwokerto, ................
kepada Yth
Nomor ; Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat r Kabupaten Banyumas
Lampiran ci
Perihal ! Pengembalian  pengajuan PURWOKERTO
keberatan Pajak  Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
Sehubungan dengan surat Szudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ...........,, perihal pengajuan keberatan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, rdengan ini kami sampaikan bahwa:
. Berdasarkan penclitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... aymt i,
Peraturan Bupati Banyumas Neomor ... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
Bl e R

B. cisaaaea

Dengan demikian, surat Saudira kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... aya. .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Eatuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajuk.n keberatan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan kembali setcluh dapat memenuhi persyaratan.
Atas pechatian can kerjasam: Saudara diucapkan terima kasih.

b3

KEPALA E:ADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. ....

Tembusan ;

l. Bupat Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:

4, Arsip.




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM
RANGKA KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ..........
Kepada Yth

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal ¢ Permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka keberatan Pajak
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

LT

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal pengajuan keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau
catatan, dokumen yang menjadi dsar pembukuan atau pencatatan,
data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau saoftcopy,
yang meliputi :

W N

.. dst.
Pembukuan atau pencataten, data dan/atau informasi, dalam

bentuk hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama :

Jabatan i
Temmpat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja sete'ah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka wak! 1 tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau percatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan /atau softcopy, surat pengajuan keberatan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap diproses sesuai dengan
aokumen, data, dan/atau informasi yvang ada.

Atas perhatian dan kerjasar-anya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

i |

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporar;

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Baryumas;
3. Inspektur Kakbupaten Banyumas:

4. Arsip.




D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH
Purwokerto, ..
Kepada Yth
i
SII’E“. FEEEA AR R R R
Lampiran di
Perihal . ¢ permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
keberatan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal pengajuan ket eratan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
aengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan
dalam bentuk hardco;y dan/atau softcopy, yang meliputi :

-
L i
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan /atau

softcopy, agar diberikan kepada :

Nama 2

Jabatan :

Tempat : Badnn Daerah/ Dinas Daerah

paling lama 5 (lima) hari kerja sete.ah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
pengajuan keberatan tetap diproscs sesuai dengan dokumen, data,
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasar anya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
NIP. ......
Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan:
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ba yumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:
4. Arsip.




E. FORMAT SURAT PEMBERITAHU,AN UNTUK H/ DIR.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwolterto, .....iivscvnvsins
Kepada Yth

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal * Pemberitahuan untulk
hadir,

LR

Sehubungan dengan tulah dilakukannya penelitian
berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomaor..... tanggal ....,
bersama ini disanipaikan dafrar hasil penelitian keberatan
sebagaimana terlampir.,

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan
kewajiban pajak yang harus dilakseakan, Saudara diberi kesempatan
untuk menanggapi sccara tertulis sesuai formulir terlampir disertai
dengan data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan
kehadiran Saudara guna memberican keterangan atau memperoleh
penjelasan pada ;

Hari/tanggal

Waktu :

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
Keperluan mensmuhi ..

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu
yvang telah ditentuka», keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa
menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatiar dan kerjasarranya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan @

1. Bupati Banyumas, sebgai laporar:;

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Baiyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip




PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PEVELITIAN KEBERATAN

Nomor ; Tangual :
WMENLIRLT ALASAN DITOLARIGITERING
—- KESERATAN WAJIE PAJLK
HAL YANG DISENGKETAKAN WE PEMERIKSA FENELITI | TERHADAP KOREKS]
5 T PEMERIKSAN DALAM PROSES
. . Rp By Re KEBERATAN
e % 2 3 4 5
|
|
i I
i
|
|
PUrwolerto, ..ot
Mengetahui ; Tim Peneiiti
Ketua Tim
MIF MNIP




F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN

KOP BADAN DAERAH DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR ........... Tahun ......
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ......... NOMOR ........ TANGGAL ........

Menimbang : a.

Mengingat™ @ 1.

PAJAK MINERAL 3UKAN LOGAM DAN BATUAN

KEPALA BADAN DAERAH/ D'NAS DAERAH,

bahwa berdasarken Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal ....
perihal pengajuan keberatan ™ajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal

-» maka pengajuan keberatar Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dapat dik=bulkan;

. bahwa berdasarkan pertimbanyan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah tentang Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 T:hun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pedomar. Pengelolaa’ Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E};

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah cliubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas: Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tenteng Pajak Dac ‘ah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor | Seri B);




Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

4. Peraturan Bupati danyumas Nomor ... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyuias.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DALRAH/ DINAS DAERAH TENTANG

KEBERATAN PAJAK MINERAL EL <AN LOGAM DAN BATUAN.

Menerima seluruh: ya/Menerima sebagian/Menolak®) keberatan

Wajib Pajak atau renambah besarnya pajak yang masih harus

dibayar dalam .............., yang di:, ukan keberatan oleh Wajib Pajak

dengan suratnya nonor........... toagegal ...

Dengan perician sebogai beriku: :

Semula W s
Ditambah /dikurang R e
Menjadi Ep....

Keputusan ini mui.i berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabile Jdikemudian lari ternyata terdapat kekeliruan

axan diadakan pembetulan sebag: imana mestinya,

Ditetapkan di Purwokerto
rada tanggal.......ccccocieniene
A, BUPATI BANYUMAS
KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebagai laporin;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bz~ yumas;

3. Inspektur Kabupaten Banvumas:

4. Arsip.

*) Pilih salah satu

EUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMCR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINEIRAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perthal

Purwolert, ..o
kKepada Yth

Fopala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

Permohonan pengembalian di

Pajak Mineral Bukan Logam PURWOKERTO

dan Batuan.

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama

NPWP

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Najib Pajak dari Wajib Pajak
Nama :
NPWFD
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak atas :
Jenis surat

Momor/Tanggal
Jenis Pajak
Mzsa Pajak e <Al
Menurut perh:tungan karm pmﬂk yang sehamsnya dlha}rnr adalah
sebesar Rp... ., dengan perhitunga: sebagai berikut :
I
= AR .« |
Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebesar Rp...... {..... ...... FrTTEETp—

Sr.-hagm bahan pemmbangnn. it‘rlﬂ.mp:lr kam: sampmkan
1.

- N ds:
Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kam sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak,

..................................




B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ...................
Kepada Yth
Namor - Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat - Kabupaten Banyumas
Lampiran = : di
Perihal ¢ Pengembalian permohonan PURWOKERTO
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ........., perihal permohonan pengembalian kele-

bihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan

ini kami sampaikan bahwa:

l. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ...... ayat ...
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas,
Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasamz Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

B T TR R R T e T

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.




C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM

RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .........cooeeunes
Kepada Yth

Nomor
Sifut

Lamnpiran | e
Perihal * Permintaan dokumen, data di
dan /atau informasi dalam
rangka pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Beatuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perthal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk
memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, data dan /atau informasi, dalam bentuk
hardcopy dan /atau softcopy, yang meliputi :

-
= i
3. ... dst

Pembukuan atau pencataten, data dan/atau informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama £
Jabatan -

Temmpat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
“ABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

Bupati Banyumas, sebgai laporarn,
Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas:

Arsip.

P L8 pe




D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM-BAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .....coicvvvvenenes

Kepada Yth
Nomor :
o
Lampiran R
Perihal  Permintaan keterangan di

tambahan dalam rangka

pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Mineral

Bukan Logam dan Betuan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ssesans TEDEEAL ...0ivss
perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam: dan Batuan, dengan ini Saudara diminta untuk
racmberikan keterangan tambahan dalam bentuk hardecopy dan /atau
softcopy, yang meliputi :

o ... dst,
Keterangan t.mbahan dalam bentuk hardecopy dan/atau
sojlcopy, agar diberikun kepada :
Nama :
Jabatan ;
Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paing lama S (lima) ;_ari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila ketera gan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau inforn.asi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasar-anya diucapkan terima kasih.

KEPALA EADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
“ABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporas:

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Ba iyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas,

4. Arsip.




E. FORMAT SKPDLB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor
Tunggal Fenerbitan
Tanggal Jatah Tempao:

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tohun 2011 tentang Pajak Daerah, telah
dilakuksn pemeriksaan atas pelaksans an kewajiban Wajib Pajak :

Naim o O 1 O
NPWPD il 5 7 D

Alarmat : I f

B. Berdosarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :

L. E'.’:ua]-: vang telah dibayar . Rp
;I 2. | Pujak vang seharusnya terutang Rp
'T { E;;:I_;a;m lebih dibayar |1-2) Rp
|4_' Sanksi administrasi Rp
[ ¥ I Fi::ﬁ::::-t?:; atau penghapusan sanksi Rp

6 }_u .ﬁ_l;i] ;.I__I;EI:I'IBH bayar (3-4+5) Rp

ﬂ_l:ngh n Hurul

.......................................................................................................................

PERHATIAN ;
Penigemelian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan
menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Purwokerto, ...
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

MEIR. . covninransini
] § 5




F. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,

KOP BADAN DAERAH/ DINAD DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ....... TAHUN ......
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK MINERAL BPUKAN LOGAM DAN BATIJAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Nomor ... Tahun ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah tentang Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 13 Tzhun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dualam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedomar. Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupater Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Peraturan Daerak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E} sebagain ana telah c<ubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuma: Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Dae ah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor | Seri B);

4. Peraturan Bupati Zanyumas Numor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Permungutar. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Banyu nas.




Menetapkan:

KEZATU

EELLIA

RETIGA

Tembusan :

1.

2
3.
4

3,

*1 Filikh salah sat,

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN,

: Mengembalikan  kelenihan pembuavaran Pajak MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN yang seharusnya tidak rerutang kepada wajib
pagalk

Nama T

HNPWPD

Alnrmat

Sesual dengan  keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang dikembalikan adalah sebesar B i ate fuosnsmmnnnn mmpmsssmenans ]
meputusan ini mule: berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
we-entuan apabila dik-mudian hari rernyata terdapat kekeliruan akan

dizdakan pembetulan sebagaimane mestinya,

Citetapkan di Purwokerto
Pada tanggal ....ooviicvieinnionnins

A.m. BUPATI BANYUMAS
KEPALA FEADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
“ABUPATEN BANYUMAS,

Bupali Banyumas, sebagai laporan

- Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas

Inspekiur Kabupaten Banyumas

Eanyumas

Arsip.

. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah; Dinas Dacrah Kabupaten




G. BENTUK DAN IS SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH,/ DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP 2 measn R R
KepadaYth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggur.a Anggaran
L 2 RN
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian
Pendapatan sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran diterimanya
pendapatan

....................................

b. Untuk Keperluan

€. Numa Bendahara Pengeluarar
d. Jumlah Pembayaran yang diminta: Rp

................................

(terbilang:...............cu........ A —

e. Penerima
a. Namn
b. No. Rekening Bank
c.. Nama Bank

.....................................

f. Rencana Penggunaan:

| No. | Kode Rekening Ursian Jumlah (Rp)
—
B Jumlah | ...
TErBUANE: <vvore oo,




H. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
'SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) e
PENGEMBALIAN PENDAPATAN | S

Kuae Bendabsr Umum Deerah Pemerintah Kuabupaten Banvisras supaya menerbitkan SP2D pengembalian
penidapatan tabun.,.......... kepada:

SKkPD

Henciabursy Mama Penerima

No. Rekening Bank

Ko Rk

NFWP

Pembetbur an Pads Rode Rekening:

hadeRekening Uraian Jumlah (Rp)

AR TS S s ]

Jumlah | @00 ...

Juekah S99 Pengembalian Pendapatan vang diminta

.....................................................................

Nomor dan snggul SPP

....................................................................

..........................................

..................................




I. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
No. SPM A e M A DRIt = 3 llsimeemrriiamsssesrenmases
Tanggal & eceeesreeressssesessns Nomor ¥ R D oD
Sk ’ Targeal PR —
Tohun Anggaran @ ... Ty
Bk P
Hendakdah atencairkon /memindahbulkukan dari bakd Rekening NOmor ....oooooovoeeeeoooo uang
Bogmds 0000 B ccessacemiaitit o T s
Mo WeiingBERl: =000 5 e e e i e e
BAABENR. 0 i emrisss s e e e r et St
ReperuanlUntuk 1 i e e s e st ss st e s san
Mo, Kodelekening Urnian Jumlah (Rp)
EXEXXINERRREEE. | e |
o Jumlah ,
JumlahSr2n yang dibayarkan :
;1 SO — e R R E e AR N e
Unngsejuinlah bl s ek G AR S R T |
Lembar 1: Bank yang Ditonjuk R e et R LT
| Lembar 2: FPengguns Anggaran /Kuasa Penggunn Anggaran Kuass Bendahara Umum Daerah
Lembar 30 ArsipRunsa BUD
Lemine 4 Bendahara/Pihak Ketige S
o
|

BUPATI BANYUMAS,

Fra

ACHMAD HUSEIN




